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Abstract: Abstract. Based on the title mentioned in this research, the aim of this research is to determine the 

juridical assessment of a power of attorney that was canceled by a notary without the presence of one of the 

parties and with their consent. This research uses a certain type of normative legal research. Library research 

was used in the process of collecting data from the items examined in this research. To evaluate and discuss 

research materials based on law, legal norms, legal theory and legal doctrine that are relevant to the main topic, 

this research uses a normative analysis approach to obtain the data. The results of this research indicate that the 

legal consequences of revoking a power of attorney carried out unilaterally by the director of PT Oro Jayanto 

Perkasa can be declared as an unlawful act. The director's legal responsibility for the revocation of the power of 

attorney made and signed before a notary is that the defendant is required to pay compensation to the plaintiff. 

So the government and the DPR should have the ability to test the power of attorney regulations in the Civil Code. 

and there should be outreach to the community to provide a clear understanding of the requirements that must be 

met in the handover of power 

Keywords: Cancellation of Power of Attorney, Notary, One Party 

Abstrak: Berdasarkan judul yang disebutkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penilaian yuridis suatu surat kuasa yang dibatalkan oleh notaris tanpa kehadiran salah satu pihak dan 

dengan persetujuan mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu. Penelitian 

kepustakaan digunakan dalam proses pengumpulan data dari item-item yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk 

mengevaluasi dan membahas bahan penelitian berdasarkan hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin 

hukum yang relevan dengan topik utama, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif untuk 

memperoleh datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pencabutan surat kuasa yang 

dilakukan secara sepihak oleh direktur PT Oro Jayanto Perkasa yaitu dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan 

hukum. Adapun pertanggung jawaban hukum pihak direktur atas pencabutan surat kuasa yang dibuat dan ditanda 

tangani dihadapan Notaris yaitu tergugat diharuskan untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat. 

Sehingga hendaknya pemerintah maupun DPR mempunyai kemampuan menguji peraturan surat kuasa dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. serta hendaknya ada sosialisasi kepada masyarakat guna pemberian 

pemahaman yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam serah terima kuasa 

Kata Kunci: Pembatalan Surat Kuasa, Notaris, Satu Pihak 

LATAR BELAKANG 

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumentasi tertulis yang otentik atas segala 

perbuatan, perjanjian, ketentuan, dan peristiwa hukum yang dibuat sebelum atau oleh Notaris 

wajib menjamin kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum. 
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Peraturan-peraturan umum atau bagi yang berkepentingan wajib mencantumkannya 

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta itu dan memberikan 

grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipan, sepanjang akta itu tidak ditugaskan atau diberikan 

kepada pejabat atau pejabat. orang lain berdasarkan peraturan. Peraturan umum atau bagi yang 

berkepentingan wajib menyatakan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang 

berwenang membuat akta otentik mengenai segala akta, angka-angka, dan penetapan yang 

diperlukan oleh suatu hal. Terlihat dari topik yang dibahas dalam artikel ini bahwa tugas Notaris 

adalah menciptakan manfaat yang sejati. 

Notaris melayani kepentingan Negara sebagai pejabat publik yang dicalonkan oleh 

Negara, namun mereka tidak termasuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pokok Kepegawaian karena mereka hanya mendapat honor atau hadiah dari pelanggannya, 

bukan gaji. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah yang bekerja 

pada pemerintah tanpa dibayar; mereka juga pensiunan pemerintah tetapi tidak menerima 

pensiun pemerintah. Notaris diserahi sebagian kewenangan Negara dan memberikan kuasa 

autentik dan eksekutif terhadap akta tersebut karena tugas-tugas yang dilaksanakannya 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan perbuatannya mempunyai akibat hukum. 

Walaupun surat kuasa diberikan di hadapan notaris dan sesuai dengan Pasal 1320 

KUH Perdata, namun sering timbul perselisihan perdata antara pemberi kuasa dengan 

penerimanya, yang dapat mengakibatkan mengakibatkan surat kuasanya dicabut. 

Salah satu contoh kasus. Adanya permasalahan dalam pemberian kuasa adalah terjadi 

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu antara Tji Hengky Wibisono selaku 

Penerima Kuasa dan PT Oro Jayanto Perkasa selaku Pemberi Kuasa. Kasus berawal pada 

tanggal 17 Juni 2021 dimana antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa datang dan 

mengdadap secara bersama-sama kepada Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn dengan 

maksud membuat suatu kesepakatan dengan mengikatkan diri melakukan perjanjian pemberian 

kuasa dihadapan Notaris untuk melakukan pekerjaan kontruksi di Kecamatan Ponelo 

Kabupaten Gorointalo Utara, atas kesepakatan dari kedua belah pihak (Pemberi Kuasa dan 

Penerima Kuasa) tersebut kemudian Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn mengeluarkan 

Akta kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 dan dalam akta tersebut menerangkan  segala hak 

dan kewenangan dalam pengurusan proyek kontruksi tersebut telah dilimpahkan kepada 

penerima kuasa dan bahkan sumber dana awal yang digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut 

berasal dari Penerima kuasa sampai dengan selesainya pekerjaan. 
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Dengan diterbitkan akta kuasa tersebut Penerima kuasa telah bertindak untuk dan atas 

nama pemberi kuasa berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. namun pada saat 

beberapa pekerjaan telah dilakukan oleh Penerima kuasa, pada tanggal 14 Januari 2022 PT Oro 

Jayanto Perkasa selaku Pemberi Kuasa telah menghadap kembali tanpa kehadiran Penerima 

kuasa dengan maksud membuat pernyataan pencabutan perjanjian pemberian kuasa sehingga 

oleh Notaris & PPAT Ardy Chandra, S.H.,Mkn telah dibuatkan surat pernyataan pencabutan 

kuasa Nomor 378 tanggal 14 Januari 2022 atas dasar perimntaan pemberi kuasa sehingga 

Perjanjian pemberian kuasa yang semula dibuat secara bersama-sama telah dibatalkan yang 

berakibat Tji Hengky Wibisono selaku penerima kuasa tidak dapat lagi menjalankan pekerjaan 

tersebut. Pembatalan perjanjian pemberian kuasa tersebut dilakukan secara sepihak tanpa 

adanya persetujuan dari Penerima kuasa dan dengan adanya pembatalan perjanjian pemberian 

kuasa tersebut Tji Hengky Wibisono selaku penerima kuasa telah mengalami kerugian materil. 

METODE PENELITIAN  

Dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, maka 

jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. Fokus utama kajiannya adalah 

hukum, yang dipandang sebagai norma atau aturan sosial yang berfungsi sebagai pedoman 

berperilaku setiap orang. Dengan demikian, inventarisasi hukum positif, teori dan asas hukum, 

penemuan hukum dalam keadaan konkrit, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, 

perbandingan hukum, dan sejarah hukum menjadi topik utama penelitian hukum normatif.1. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Penerapan Pembatalan Perjanjian Dalam Kasus Pencabutan Surat Kuasa Secara 

Sepihak Tanpa Dihadiri Dan Disetujui Oleh Salah Satu Pihak. Dalam Akta Kuasa 

490 

4.2. Akibat Hukum Pencabutan Surat Kuasa Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh 

Direktur PT Oro Jayanto Perkasa 

Akibat dari suatu kejadian dan/atau hubungan hukum disebut dengan akibat hukum. 

Artinya, jika hak tersebut ditolak, maka akan ada dampak (hukum), seperti kemampuan untuk 

digugat di pengadilan. Hal ini disebabkan karena suatu hubungan hukum menimbulkan hak 

dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan undang-undang.2. Demikian pula permasalahan 

yang diangkat dalam tulisan penelitian ini adalah permasalahan penerbitan surat kuasa yang 

dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. 

 
1 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52 
2 Pratama, F. M., & SH, M. (2023). Peristiwa Hukum. Pengantar Ilmu Hukum, 107. 
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Menurut analisa penulis terhadap hasil putusan, pencabutan kuasa secara sepihak 

yang dibuat di hadapan notaris hanya dapat batal akibat hukumnya oleh kedua belah pihak 

apabila surat kuasa tersebut diberikan terakhir, yang berarti baik pemberi maupun penerima 

kuasa. surat kuasa harus bertindak serempak untuk melakukan hal tersebut. 

membubuhkan tandatangannya pada akta surat kuasa yang dinotariskan, dan apabila 

salah satu pihak hendak mencabutnya, maka harus sepakat bersama. Sebab, surat kuasa 

didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata yang mendefinisikan unsur-unsurnya sebagai syarat-

syarat obyektif perjanjian antara para pihak yang tanda tangannya dituangkan dalam akta 

notaris. Oleh karena surat kuasa merupakan suatu perjanjian antara para pihak, maka harus 

berpegang pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, khususnya syarat-syarat yang 

harus dipenuhi serta akibat-akibat hukumnya.3 

Surat kuasa manakah yang bila dibuat di hadapan notaris bersifat mandiri dan dapat 

dicabut atau dibatalkan secara sepihak? Salah satu yang dapat dibuat secara sepihak adalah 

surat kuasa yang berdiri sendiri, yang mana penandatanganannya dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan penerima kuasa dan bukan untuk kepentingan penerima kuasa (pengalihan hak) 

dalam hal penerima kuasa belum hadir. menerima salinan akta atau belum diberikan salinan 

akta tersebut.4 

Demikian pula dalam hal ini, surat kuasa tambahan untuk pekerjaan 

rekonstruksi/perbaikan Jalan Ponelo adalah surat kuasa tetap. Oleh karena itu, kedua belah 

pihak harus hadir dihadapan Notaris untuk menghindari akibat hukum dari suatu akta yang 

dibuat dihadapan Notaris secara sepihak. membuat akta pencabutan atau pembatalan.5 

Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. 

Yang dimaksud dengan secara sah di sini ialah bahwa pembuatan perjanjian (pasal 1320 

KUHPerdata) harus diikuti.6  

Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum mempunyai kekuatan hukum dan 

mempunyai akibat yang mengikat antara para pihak. Dari sini dapat dikemukakan bahwa alinea 

pertama mengandung satu asas lagi, yaitu asas kepastian hukum. Dalam membuat hukum 

kontrak, para pihak harus mematuhi aturan tentang format perjanjian, misalnya perjanjian 

otentik. Akibat peristiwa yang dirinci pada ayat satu (1), ayat dua (2) menyatakan bahwa 

 
3 Utomo, T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh 

Pemberi Kuasa (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 
4 Kurniawati, L. (2018). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan 

Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2(1), 1-18. 
5 Al Hadid, U. M. (2019). Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat 

Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 65-76. 
6 Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 

Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 61-72. 
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perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali kedua belah pihak sepakat untuk 

melakukannya.7 

Paldal salalt pemberi kualsal memberikaln kualsalnyal kepaldal penerimal kualsal disitu 

berpindalh wewenalng dalri pemberi kualsal ke penerimal kualsal untuk menjallalnkaln kewaljibaln 

yalng pemberi kualsal berikaln kepaldal penerimal kualsal. Setelalh penerimal kualsal menjallalnkaln 

kualsal yalng diberikaln oleh pemberi kualsal daln jugal telalh mengelualrkaln bialyal, walktu daln tenalgal 

gunal kepentingal kewaljibaln yalng pemberi kualsal berikaln, daln jugal jikal penerimal kualsal tidalk 

melalmpalui baltals perjalnjialn malkal kualsal tersebut tidalk dalpalt dibaltallkaln secalral sepihalk oleh 

pemberi kualsal. Terlebih lalgi jikal penralnjialn menggunalkaln alktal perjalnjialn.8 

Di dallalm pembualtaln alktal perjalnjialn pemberialn kualsal yalng dibualt secalral notalril, 

malkal pihalk pemberi daln penerimal kualsal halrus haldir di haldalpaln notalris. Oleh kalrenal 

lalstgeving merupalkaln perjalnjialn, malkal pencalbutalnnyal halrus didalsalrkaln paldal kesepalkaltaln dual 

belalh pihalk. Notalris tidalk dalpalt membaltallkaln alktal perjalnjialn pemberialn kualsal semaltal-maltal 

berdalsalrkaln kehendalk pemberi kualsal, nalmun jugal halrus didalsalrkaln paldal persetujualn 

penerimal kualsal. 9 

Berdalsalrkaln alpal yalng telalh diuralikaln dialtals, penulis mengalnallisal balhwal tindalkaln 

tergugalt daln putusaln halkim dinyaltalkaln tidalk sesuali dengaln prosedur dikalrenalkaln paldal suralt 

Putusaln Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Gto hallalmaln 6 dalri 77 telalh jelals dinyaltalkaln sebalgali 

berikut : 

1. Tergugalt mencalbut secalral sepihalk Kualsal Penggugalt Nomor 490 di balwalh ALktal 

Pernyaltalaln Pencalbutaln Kualsal Nomor 412 dimalnal dallalm alktal pernyaltalaln pencalbutaln 

kualsal tersebut Tergugalt tidalk memberikaln allalsaln mengenali pencalbutaln Kualsal 

Penggugalt, paldalhall malsal berlalku suralt kualsal 490 al quo belum beralkhir kalrenal belum 

aldal seralh terimal pekerjalaln 

2. Balhwal menurut Palsall 1338 KUHPerdaltal menyebutkaln “Semual perjalnjialn dibualt 

secalral salh berlalku sebalgali undalng-undalng balgi meralkal yalng membualtnyal”. Sualtu 

perjalnjialn tidalk dalpalt ditalrik kemballi selalin sepalkalt kedual belalh pihalk altalu kalrenal 

 
7 Herlalmbalng, AL. AL. (2018). Kedudukaln ALktal Pembaltallaln Juall Beli Talnalh Di Kotal Balndung Yalng Dibualt 

Dihaldalpaln Notalris ALkibalt Walnprestalsi Dihubungkaln Dengaln Buku Iii Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal 

Daln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng Pendalftalraln Talnalh (Doctorall Dissertaltion, Falkultals 

Hukum Unpals). 
8 ALrdalni, AL. (2010). ALnallisis Yuridis Suralt Kualsal Membebalnkaln Halk Talnggungaln ALtals Talnalh Belum 

Bersertipikalt ALpalbilal Pemberi Kualsal Meninggall Dunial (Studi Di Kalntor Pertalnalhaln Kotal Bekalsi) (Doctorall 

Dissertaltion, Universitals Diponegoro). 
9 ALl Haldid, U. M. (2019). Kealbsalhaln Suralt Kualsal Juall Berdalsalrkaln Perjalnjialn Hutalng Piutalng Yalng Dibualt 

Secalral Notalriil ALktal Dihaldalpaln Notalris. Indonesialn Journall of Criminall Lalw, 1(1), 65-76. 
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allalsaln-allalsaln yalng oleh undalng-undalng dinyaltalkaln cukup untuk itu. Sualtu perjalnjialn 

halrus dilalksalnalkaln dengaln itikald balik. 

3. Balhwal menurut ketentualn Palsall 1807 KUHPerdaltal menyebutkaln “Pemberi Kualsal 

waljib memenuhi perikaltaln-perikaltaln yalng dibualt oleh penerimal kualsal menurut 

kekualsalaln yalng telalh ial berikaln kepaldalnyal. Ial tidalk terikalt paldal alpal yalng telalh 

dilalkukaln dilualr kekualsalaln itu kecualli jikal ial telalh menyetujui secalral tegals altalu dialm-

dialm”. Lebih lalnjut dallalm ketentualn Palsall 1793 KUHPerdaltal menyebutkaln “Kualsal 

dalpalt diberikaln daln diterimal dengaln sualtu alktal umum, dengaln suralt di balwalh talnggaln 

balhkaln dengaln sepucuk suralt altalupun dengaln lialsaln”;  

Balhwal memperhaltikaln ketentualn Palsall 1338 KUPerdaltal dihubungaln dengaln ketentualn 

Palsall 1807 KUHPerdaltal daln Palsall 1793 KUPerdaltal malkal dengaln demikialn Kualsal 

aldallalh perikaltaln yalng terjaldi altals kehendalk kedual belalh pihalk sehinggal sualtu kualsal 

melekalt ketentualn Palsall 1338 KUHPerdaltal 

4. Balhwal mencermalti ketentualn Palsall 1814 KUHPerdaltal yalng menyebutkaln “Pemberi 

kualsal dalpalt menalrik kemballi kualsalnyal bilal hall itu dikehendalkinyal daln dalpalt memalksal 

pemegalng kualsal untuk mengemballikaln kualsal itu bilal aldal allalsaln untuk itu”, malkal dalpalt 

disimpulkaln penalrikaln kemballi kualsal yalng dibualt dialtals alktal umum dihaldalpaln pejalbalt 

yalng berwenalng in calsu Turut Tergugalt, malkal alpalbilal pemberi kualsal daln penerimal 

kualsal sejalk alwall daltalng bersalmal-salmal menghaldalp kepaldal pejalbalt yalng berwenalng 

malkal ketentualn Palsall 1814 KUHPerdaltal bersifalt albsolut/mutlalk alpalbilal pencalbutaln/ 

penalrikaln kemballi kualsal disetujui oleh penerimal kualsal sertal terdalpalt allalsaln 

pengalkhiraln altalu pencalbutaln kualsal tersebut oleh kalrenal kualsal merupalkaln 

perikaltaln/perjalnjialn, malkal pencalbutaln kualsal/pembaltallaln kualsal/pengalkhiraln kualsal 

secalral sepihalk tergolong paldal sikalp itikald buruk daln bertentalngaln dengaln ketentualn 

Palsall 1338 KUPerdaltal 

5. Balhwal dengaln aldalnyal ALktal Pernyaltalaln Pencalbutaln Kualsal Nomor: 412 tertalnggall 14 

Jalnualri 2022 yalng dibualt secalral sepihalk oleh Tergugalt dihaldalpaln Turut Tergugalt, 

malkal dengaln mencermalti kemballi Yurisprudensi Malhkalmalh ALgung Nomor 

4/Yur/Pdt/2018 yalng menyaltalkaln pemutusaln perjalnjialn secalral sepihalk termalsuk dallalm 

perbualtaln melalwaln hukum, dihubungaln dengaln tindalkaln Tergugalt al quo yalng 

mencalbut ALktal Kualsal Penggugalt Nomor 490 Tertalnggall 17 Juni 2021 termalsuk dallalm 

perbualtaln melalwaln hokum10 

 
10Putusaln Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Gto hallalmaln 6 dalri 77 
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4.3. Pertalnggung Jalwalbaln Hukum Pihalk Direktur PT Oro Jalyalnto Perkalsal ALtals 

Pencalbutaln Suralt Kualsal Yalng Dibualt Daln Ditalndal Talngalni Dihaldalpaln Notalris 

Dallalm setialp alktivitals seseoralng dallalm kehidupaln dimalnal berhubungaln dengaln 

oralng lalin daln hukum, seperti hallnyal didallalm perbualtaln oralng yalng alkaln melalkukaln sualtu 

perjalnjialn tepaltnyal berkalitaln tentalng alktal, malkal oralng tersebut halrus dibalntu oleh pejalbalt 

umum algalr memiliki sualtu legallitals dallalm perbualtaln hukum yalng dilalkukalnnyal tersebut. 

Pejalbalt umum yalng ditunjuk oleh Negalral dallalm membalntu kalitalnnyal perbualtaln hukum 

tersebut aldallalh Notalris.11 

Mengenali sualtu kebaltallaln daln pembaltallaln perikaltaln-perikaltaln dialtur didallalm Buku 

III, balgialn Kedelalpaln, Balb IV (Palsall 1446-1456 Kitalb UndalngUndalng Hukum Perdaltal). Baltall 

itu sendiri memiliki alrti balhwal “malnalkallal undalng-undalng hendalk menyaltalkaln tidalk aldalnyal 

alkibalt hukum, malkal dinyaltalkaln dengaln istilalh yalng sederhalnal „baltall‟, tetalpi aldalkallalnyal 

menggunalkaln istilalh ‟baltall daln talk berhalrgallalh‟ (Palsall 879 KUHPerdaltal) altalu „tidalk 

mempunyali kekualtaln ( Palsall 1335).12 

Sebalgali contoh paldal perkalral dallalm Putusaln Pengaldilaln Nomor 17/Pdt.G/2022/PN 

Gto dengaln pokok permalsallalhaln tergugalt yalng melalkukaln pencalbutaln kualsal dihaldalpaln turut 

tergugalt talnpal memberitalhukaln kepaldal penggugalt.  

Dengaln dibualtnyal alktal perjalnjialn kualsal pekerjalaln rekonstruksi/peningkaltaln jallaln 

Ponelo lalnjutaln di haldalpaln notalris malkal alktal kualsal pekerjalaln rekonstruksi tersebut aldallalh 

alktal otentik, sebalgalimalnal yalng tertualng dallalm palsall 1868 KUHPerdaltal yalitu: salutu alktal 

otentik iallalh “sualtu alktal yalng didallalm bentuk yalng ditentukaln oleh undalng-undalng, dibualt 

oleh altalu dihaldalpaln pegalwali umum yalng berkualsal untuk itu ditempalt dimalnal alkte 

dibualtnyal”.13 

Palsall 1792 KUHPerdaltal menyaltalkaln balhwal “pemberialn kualsal aldallalh sualtu 

persetujualn dengaln malnal seoralng memberikaln kekualsalaln kepaldal seoralng lalin yalng 

menerimalnyal untuk altals nalmalnyal menyelenggalralkaln sualtu urusaln”. daln melihalt paldal palsall 

1313 KUHPerdaltal yalng menyaltalkaln balhwal “sualtu perjalnjialn aldallalh sualtu perbualtaln dengaln 

malnal saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal terhaldalp saltu oralng lalin altalu lebih”. Beralwall 

dalri pernyaltalaln kedual palsall tersebutlalh malkal pemberialn kualsal aldallalh sualtu perjalnjialn daln 

perjalnjialn halrus mengalcu paldal hukum perjalnjialn. Dallalm palsall 1338 KUHPerdaltal menyaltalkaln 

 
11 Halbib ALdjie. 2011.Hukum Notalris Indonesial (Talfsir Temaltik Terhaldalp UU No. 30 Talhun 2004 Tentalng 

Jalbaltaln Notalris), Balndung, Ralfikal ALditalmal, hlm. 40 
12 Lestalri, D. N. (2019). ALnallisis Kebaltallaln Daln Pembaltallaln ALktal Notalris Dallalm Perspektif Undalng-Undalng 

Nomor 2 Talhun 2014 Tentalng Jalbaltaln Notalris (Doctorall Dissertaltion, Universitals Islalm Sultaln ALgung). 
13 Salputral, Y. AL. (2021). PERUBALHALN ALKTAL PERSEROALN TERBALTALS OLEH NOTALRIS DALLALM 

RALNGKAL PENALWALRALN UMUM (GO PUBLIC). UNES Lalw Review, 3(3), 250-272. 
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balhwal “semual perjalnjialn yalng dibualt secalral salh berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal 

yalng membualtnyal daln tidalk dalpalt ditalrik selalin dengaln kesepalkaltaln kedual belalh pihalk”. Malkal 

jelals jikal undalng-undalng memperbolehkaln semual oralng untuk membualt perjalnjialn seperti 

yalng dikehendalki, daln perjalnjialn itu alkaln mengikalt seperti undalng-undalng. Sehinggal alpalbilal 

perjalnjialn kualsal pekerjalaln rekonstruksi/peningkaltaln jallaln Ponelo lalnjutaln tersebut memenuhi 

syalralt salhnyal perjalnjialn malkal alktal kualsal pekerjalaln rekonstruksi/peningkaltaln jallaln Ponelo 

lalnjutaln tersebut salh menurut hukum.14 

Malknal yalng tertualng dallalm palsall 1807 KUHPerdaltal balhwal penerimal kualsal 

bertindalk untuk daln altals nalmal pemberi kualsal, sehinggal segallal sebalb daln alkibalt dalri perjalnjialn 

kualsal menjaldi talnggung jalwalb sepenuhnyal dalri pemberi kualsal dallalm hall ini termalsuk seluruh 

halmbaltaln yalng menyebalbkaln tidalk terselesalikalnnyal pekerjalaln rekonstruksi/peningkaltaln jallaln 

Ponelo lalnjutaln. Sehingal penerimal kualsal dallalm menjallalnkaln kewaljibalnnyal yalng telalh sesuali, 

alkaln tetalpi dengaln halk penerimal kualsal bialsalnyal tidalk dicalntumkaln dallalm alktal kualsal itu 

sehinggal alpalbilal alktal dicalbut secalral sepihalk oleh pemberi kualsal dalpalt merugikal penerimal 

kualsal, wallalupun penerimal kualsal sepalkalt alkaln perjalnjialn kualsal yalng merekal bualt.15 

Dallalm mengkalji daln mengalnallisal penelitialn yalng penulis lalkukaln aldallalh 

menggunalkaln teori perlindungaln preventif. Teori hukum ini bertujualn untuk memberikaln ralsal 

almaln balgi pihalk yalng dirugikaln yalitu penerimal kualsal. Dallalm teori perlindungaln hukum aldal 

dual malcalm perlindungaln hukum yalitu perlindungaln preventif daln represif. Preventif alrtinyal 

perlindungaln hukum yalng bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal perselisihaln sebelum putusaln 

itu terjaldi, sedalngkaln represif alrtinyal perlindungaln hukum yalng bertujualn untuk 

menyelesalikaln perselisihaln yalng sudalh terjaldi.16 

ALktal kualsal pekerjalaln rekonstruksi yalng diberikaln olen pemberi kualsal kepaldal 

penerimal kualsal bilal di alnallisis berdalsalrkaln teori kepalstialn hukum malkal itu alrtinyal perjalnjialn 

dallalm penelitialn ini tidalk halnyal mengikalt paldal hall-hall yalng tegals dinyaltalkaln didallalmnyal talpi 

jugal kepaltutaln, kebialsalaln. Perjalnjialn kualsal pekerjalaln rekonstruksi yalng dilalkukaln kedual 

belalh pihalk berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal yalng membualtnyal, sehinggal aldal  

 

 
14 Sinilele, AL. (2020). Klalusul Kualsal Mutlalk Dallalm ALktal Juall Beli Talnalh di Kotal Pallopo. El-Iqthisaldy: Jurnall 

Hukum Ekonomi Syalrialh, 142-153. 
15 Rizal, M. AL., & ALdjie, H. (2018). Perlindungaln Hukum Terhaldalp Pembeli ALtals Titipaln Beal Perolehaln Halk ALtals 

Talnalh Daln Balngunaln Kepaldal Pejalbalt Pembualt ALktal Talnalh. Jurnall Komunikalsi Hukum (JKH), 4(2), 139-149. 
16 Malryalno, D. M., SH, M., & Yurisal, D. Y. M. (2023). Jurnall: Perlindungaln Hukum terhaldalp Itikald Balik 

Penerimal Kualsal yalng Bertindalk di Lualr Kualsal yalng Dibualt Secalral ALutentik. Jurnall Hukum Indonesial, 2(1), 42-

52. 
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kepalstialn hukum untuk menjalmin kelalngsungaln daln keseimbalngaln dallalm hubungaln alntalr palral 

pihalk. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

Akibat hukum pencabutan surat kuasa yang dilakukan secara sepihak oleh direktur 

PT Oro Jayanto Perkasa yaitu tindakan PT Oro Jayanto Perkasa yang melakukan pemutusan 

kuasa secara sepihak dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini karena 

tergugat mencabut secara sepihak kuasa penggugat Nomor 490 di bawah Akta Pernyataan 

Pencabutan Kuasa Nomor 412 dimana dalam akta pernyataan pencabutan kuasa tersebut 

Tergugat tidak memberikan alasan mengenai pencabutan Kuasa Penggugat, padahal masa 

berlaku surat kuasa 490 a quo belum berakhir karena belum ada serah terima pekerjaan. Selain 

itu Akta Kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 merupakan perjanjian tertulis antara tergugat 

dengan penggugat yang dibuat secara bersama-sama dihadapan pejabat umum, sehingga 

pengikatan perjanjian dalam Akta Kuasa Nomor 490 tanggal 17 Juni 2021 bersifat mutlak 

adanya, karena demikian sifat dari akta kuasa a quo adalah last giving (mutlak) karena dibuat 

secara bersama-sama. Oleh karenanya pengakhiran kuasa pun secara hukum seharusnya 

dilakukan bersama-sama pula dihadapan pejabat umum berwenang dan tidak boleh secara 

sepihak sehingga tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo 

menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 

Pertanggung jawaban hukum pihak direktur atas pencabutan surat kuasa yang dibuat 

dan ditanda tangani dihadapan Notaris yaitu tergugat diharuskan untuk membayar sejumlah 

ganti kerugian kepada Penggugat antara lain; 

a. Biaya jasa Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan proyek di Pulau Ponelo, Kecamatan 

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah); 

b. Biaya rehabilitasi nama baik Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah sewenang-

wenang mencabut Akta Kuasa Penggugat Nomor 490 tertanggal 17 Juni 2021 melalui 

akta pernyataan pencabutan kuasa nomor 412, tanggal 14 Januari 2022 secara sepihak 

tanpa disertai alasan untuk itu adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar 

rupiah) 
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